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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia seialy berusaha
untuk memperoleh kesejahteraan, baik kesejahteraan iasmani maupun
kesejahteraan rohani. Namun di dalam mencapai kesejahteraan tersebut
Manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu hal yang tidak pasti, dimana
manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha mendapatkan
kesejahteraan tersebut.

Oteh karena itu banyaknya hal-hat yang mungkin terjadi yang
dianggap sebagai risiko baik yang berasal dari alam maupun yang
berasal dari orang lain maka manusia berusaha untuk mencegah atau
setidak-tidaknya mengalihkan risiko yang dikadapinya karena manusia
tidak ingin menderita kerugian.

Di indonesia, setiap warga neégara diberikan jaminan dan
perlindungan untuk mendapatkan kesejahtaraan sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, sehingga setiap risiko yang tenadi di dalam
masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, hai ini merupakan
pemikiran sosial. Namun melihat keadaan keuangan negara yang belum

mampu untuk menanggung semua risiko yang terjadi di dalam kehidupan



masy:rakat, maka pemerintah memberikan jaminan sosial yeng
merupakan asuransi wajib bagi setiap orang.

Pada umumnya asuransi sosial meliputi jaminan keselamatan
angkutan umum, keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan. Bagi
pemakai jasa angkutan umum merupakan kemudahan dan kenyamanan
juga mempunyai dampak negatif yang berupa kecelakaan lalu lintas
maupun kecelakaan penumpang akibat alat pengangkutan umum yang
mengalami musibah, yang di mana hal ini terus meningkat setiap
tahunnya. Apabila tidak ada tindakan yang nyata maka mengakibatkan
kerugian ekonomi dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang sangat besar.

Dengan demikian maka pemerintah membentuk peraturan
perundang-undangan untuk meringankan beban yang diderita oleh para
korban kecelakaan dengan memberikan santunan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Waijib Kecelakaan
Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan. Adapun lembaga pelaksanaannya dan pengolahaan dana asuransi
yaitu PT. Jasa Raharja (persero).

Keselamatan bertransportasi di Indonesia merupakan salah satu

tujuan dan program yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero).




Jasa Raharja selalu berupaya untuk "menciptakan rasa arsan, tertib,
lancar, nyaman dan selamat dalam berkendaraan.”

Namun dalam kenyataannya kinerja perusahaan asuransi jiwa di
Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum
menggembirakan. yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum
memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan
penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan
menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi
kerugian. Salah satu fenomena yang mengungkapkan bahwa,
perusahaan asuransi terkadang merugikan nasabahnya / tertanggung.

Fenomena adanya nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak
asuransi yaitu seperti yang terjadi dikota Makassar, beberapa keluarga
korban kecelakaan merasa pihak asuransi x tidak memberikan pelayanan
yang ‘maksimal kepada nasabahrya, karena klaim yang diajukan
terkesan dipersulit oleh pihak asuransi, dan pihak asuransi baru
melaksanakan / dicairkan setelah menunggu setahun, dengan demikian
hal ini pihak keluarga menganggap pihak asuransi melakukan
wanprestasi.

Apalagi hingga kini tidak ada aturan yang secara khusus mengatur
akibat-akibat hukum yang timbul antara perusahaan asuransi dengan

konsumen. Namun demikian hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat




(4) PP No.73 tahun 1992 yang menyebutkan btahwa agen harus
memberikan informasi yang benar.

(http://wwwdiskusiskripsi.com/2010/OB/analisahukumasuransikenda

raan.htmbh

Berdasarkan hal tersebut di atas, fenomena yang mengukapkan
bahwa pihak asuransi merugikan nasabah/ tertanggung, maka dari ity
memotifasi penulis untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan
pihak asuransi telah memenuhi kewajibannya terhadap korban/
tertanggung dan bagaimana proses mendapatkan dana santunan

asuransi sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah
-sebagai berikut :
1. Bagaimana Pelaksanaan Kewsjiban PT. Jasa Raharja (Persero)
terhadap korban moda transportasi darat di Makassar?
2. Bagaimana proses mendapatkan dana santunan asuransi jiwa pada
PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakan moda

transportasi darat di Makassar?




1.3 Tujuan dan Kegunaan Peneli:an
1.3.1 Tujuan Penelitiaan

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewajiban PT. Jasa Raharja
terhadap korban moda angkutan Transportasi darat di
Makassar.

b. Untuk mengetahui proses mendapatkan dana santunan
asuransi jiwa PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan
moda transportasi darat di makassar.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Segi Teoritis
Dari  penelitian ini  diharapkan dapat memberikan
pengembangan bagi iimu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan
hukum khususnya yang berkaitan dengan asuransi jiwa
kecelakaan penumpang oleh PT. Jasa Raharja (Perseo) cabang
makassar.

b. Segi Praktis
Dari penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan
pengetahuan penulis, mengenai asuransi jiwa, serta dapat di
jadikan bahan pertimbangan untuk menambah khasana

referensi atau kepustakaan pada umumnya.




1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Lokasi Penelitian
Penelitain ini dilaksanakan di kota makassar tepatnya
pada PT.Jasa Raharja (Persero) yang berlokasi di jalan
Dr.Samratulangi No. 77 Makassar.
1.4.2 Populasi
Populasi penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan kewajiban dan proses pengajuan dana santunan
pada pihak PT. Jasa Raharja {(persero), dengan mengambil
sebanyak 50 responden
1.4.3 Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
sumber data yang berkaitan dengan pelaksanaan kewaijiban
asuransi jiwa pada PT Jasa Raharja (persero)
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi
kepustakan yang bersumber dari dari buku-buku Hukum
Perdata, karya imiah serta, hasil peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan topik penelitian.
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :




a. Melakukan wawancara kepada pihak PT. Jass Raharja
(Persero) khususnya pada pihak klaim. Dan pihak satuan ialy
lintas kepolisian kota Makassar sebagai pihak terkait.

b. Memberikan angket kepada masyarakat sebagai pihak
nasabah / tertanggung dan membuat tabe! tabulasi frekuensi

1.4.5 Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan nielalui penyebaran angket, baik

data primer berupa hasil wawancara maupun data sekunder

dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara
menggolongkan data yang diperoleh sesuai jenisnya. Data yang

diperoleh melalui angket dianalisis dengan menggunakan rumus -

F
= NX100%
Keterangan:
P = Populasi
F = Frekuensi
N = Jurnlah responden
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Asuransi

Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu Verzekering yang
artinya pertanggungan, sedangkan dalam bahasa inggris istilah yang
di gunakan adalah insurance, Khusus di Indonesia digukan istilah
Asuransi.

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian
dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung
dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak

di harapkan yang mungkin di deritanya akibat dari suaty evemen

(peristiwa yang tidak pasti).
Menurut Herman Darmawi (2006:2), memberikan definisi
asuransi yang dilihat dari berbagi sudut pandang, yaitu:

1. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode
untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan
Mmengombinasikan ketidak pastian akan adanya kerugian
keuangan {finansial). Jadi, berdasaikan konsep ekonomi,
asuransi berkenan dengan pemindahan dan mengombinasikan
(R V

2. Dari pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak
(perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggungan dengan
penanggung. Penaggung berjanji akan membayar kerugian yang




di sebabkan risiko yang di pertanggungke: kepada tertanggung.
Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada
penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar
yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif
keci dalam bukunya Menejemen Asuransi.

Dalam Pasai 1 ayat (1) Undang — Undang No. 2 Tahun 1992
tentang usaha perasuransian, mengemukaan bahwa :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang
mana pihak penanggung dengan menerima premi asuransi
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin akan di derita tertanggung,yang timbul dari
suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang di dasarkan atas meninggainya atau
hidupnya seorang yang di pertanggungkan.

Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang pasal 246 di
kemukaan pengertian asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

Asuransi adalah suatu persetujuan/ perjanjian dalam

mana pihak yang menjamin (pertanggngan) berjanji pada

pihak yang di jamin { tertanggung) uang untuk menerima

sejumlah uang premi pengganti kerugian, yang mungkin akan

di derita oleh yang di jamin ( tertanggung) selaku akibat dari
suatu peristiwa yang belum terang terjadi.

Selain pengertian yang di sebutkan di atas, masih ada
beberapa pendapat mengenai pengertian asuransi yang di
kemukakan oleh beberapa serjana, yaitu:

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa:

Suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji

kepada pihak yang di jamin, untuk menerima seluruh uang
premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan di
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derita oleh yang di jamin, kar¢a peristiwa yang belum jelas.
(Anita, 2007: 7)

Dalam pandangan Ahmad Azhar Bahsyir vang di maksud

dengan asuransi adailah:

Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penaggung
mengikatkan diri kepada seorang tertenggung, dengan
menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya
karena kerugian, kerusakaan, atau kehilangan keuntungan
yang di harapkan, mungkin akan di deritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertentu. (Anita, 2007: 7)

Menurut A Hasyim Ali (1999:30) memberikan pengertian

arusansi yaitu:

Asuransi merupakan suatu alat sosiaal untuk mengurangi
risiko dengan menggabungkan unit —unit exposures yang
mencakup jumlahnya untuk membuat kerugian - kerugian
individual mereka secara bersama dapat di ramalkan kerugian
yang dapat di ramalkan itu kemudian di bagi rata antara semua
orang yang bergabung.

Menurut Radiks Purba memberikan pengertian asuransi yaitu:

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan, sebab melalui
asuransi dapat di himpun dana besar yang dapat di gunakan
untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi
masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, dimana
asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau kerugian
keuangan yang di timbuikan oleh peristiwa yang tidak ada di
duga sebelumnya.( Anita, 20G7: 7)

Memperhatikan semua pengertian mengenai asuransi di atas,

dapat di simpulkan bahwa terdapat beberapa unsur dari asuransi

yaitu:
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a) Merupakan suatu perjanji: ..

b) Adanya premi.

c) Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian
kepadu tertanggung.

d) Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.

Di atas disebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian
timbal balik. Berkaitan dengan hai tersebut, para pihak yaitu
tertanggung dan penanggung masing-masing mempunyai hak dan
kewajibannya yang saling berhadap-hadapan.

Menurut Suparman Satrawidjaja (2003:20) Hak dan kewajiban
tersebut dapat di simpulkan dari ketentuan KUHD dan polis yang
merupakan alat bukti di tutupnya perjanjian, adapun hak dan

tanggung jawab yang di maksud. antara lain sebagai berikut :

a) Hak Tertanggung dalam KUHD di atur dalam pasal 259-261 yaitu:
(1) Menuntut agar polis di tandatangani oleh penanggung
(2} Menuntut agar polis segerah di serahkan kepada penaggung

{3) Meminta ganti kerugian kepada penanggung, kepada pihak
yang tersebut terahir ini lalaj menandatangani dan
menyerahkan polis sehingga meninggalkan kerugian kepada

tertanggung, selanjutnya  dalam pasal 272 KUHD

menerangkan

o
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(4) Melalui pe: jadilan, tertanggung dapat membebaskan
penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan
datang, untuk selanjutnya tertanggung dapat
Mengasuransikan kepentinganya kepada penanggung yang
lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi

yang pertama

(5) Mengadakan solvabiliteit verzekerking, karena tertangoung
ragu- ragu akan kemampuan penanggung dalam pasal 280
KUHD, dalam hal ini harus tegas bahwa tertanggung hanya

akan dapat ganti rugi dari salah satu penanggung saja.

(6) Menuntut mengembalikan premi baik seluruhnya maupun
sebagian, apabila pefjanjian asurans; gagal atau gugur, hak
tertanggung dalam hal ini di lakukan apabila tertanggung
beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum

menangaung resiko (premi restomo), dalam pasail 28 1KUHD.

(7) Menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila
peristiwa yang di perjanjikan dalam polis terjadi.
b) Kewajiban Tertanggung yang di atur dalam KUHD yaitu:
(1) Nembayar premi kepada penaggung dalam pasal 246 KUHD.
(2) Memberikan keterangan yang benar kepada pemanggung

mengenai objek yang di asuransikan dalam pasal 251 KUHD.
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(3; Men usahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat
menimbulkan kerugian terhadap objek yang di asuransikan

tidak terjadi atau dapat dihindari, apabila dapat di buktikan

oleh penanggung bahwa tertanggungtidak berusaha untuk
mencegah peristiwa tersebut, dapat menjadi salah saty
alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti
kerugian kepada tertanggung dalam pasal 283 KUHD.

(4) Memberitahukan kepada penanggung bahwa teigh terjadi
peristiwa yang menimpa objek yang di asuransikan, berikut
usaha-usah pencegahannya.

¢} Hak Penanggung

(1) Menurut pembayaran premi yang sudah di terima dalam hai
asuransi dengan perjanjian.

(2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada
tertanggung yang berkaitan dengan objek yang di
asuransikan kepadamya.

(3) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa
yang di perjanjikan terjadi tetapi di sebabkan oleh kesalahan
tertanggung sendiri dalam pasal 276 KUHD.

(4) Memiliki premi yang sudah di terima dalam hal asuransi batal
atau gugur yang di sebabkan oleh perbuatan curang dari

tertanggung dalam pasai 282 KUHD.

o




d) *ewajiban Penanggung

(1

(2)

(3)

(4)

Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumiah uang
kepada tertanggung apabilah peristiwa yang di perjanjikan
terjadi, kecuali jika terdapat hal yang menjadi alasan untuk
membebaskan diri dari kewajiban tersebut.

Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung
dalam pasal 259 dan pasal 260 KUHD.

Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransu
gagal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum
menaggung risiko sebagian atau seluruhnya (premi restorno),
dalam pasal 281 KUHD.

Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus menggant
biaya yang di perlukan untuk membangun kembali apabila
dalam asuransi tersebut di perjanjikan demikian dalam pasal
289 KUHD.

Dalam uraian di atas mengenai hak dan kewajiban

tertanggung dan Penanggung daiam peranjian asuransi, dan

masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan hak dan

kewajibannya berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan

berdasarkan itikad baik yang merupakan prinsip penting daiam

perjanjian pada urmumnya seperti yang tertulis pada pasal 1338,




ayat 3 KUHPerdata. Disamping itu Jenis-Jenis Asuransi yang
terdapat dalam KUHD pasal 247 yaitu
(1) Asuransi terhadap bahaya kebakaran
(2) Asuransi terhadap bahaya- bahaya yang mengancam hasil

pertanian
(3) Asuransi jiwa
(4) Asuransi terhadap segala bahaya laut dan perbudakan
(8) Asuransi terhadap bahaya pengangkutan di darat, disungai

dan diperairan
Fungsi Asuransi

Fungsi dari asuransi datam pandangan Prof. Mehr dan

Cammek Asuransi merupakaan suatu alat untuk mengurangi
risiko keuangan dengan pengumpulan unit-unit exprosure dalam
jaminan vang memadai, untuk membuat agar kerugian individy
dapat di pikirkan, kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu di
pikul merata oleh mereka yang tertanggung Emmet J Vaughan
dan Curtius M, Eliot (1978) atau seperti yang di kemukakan oleh
C. Arthur Wiliams, Jr dan R ichard M. Heneins (1985) bahwa
fungsi asuransi sebagai alat untuk mengelola risiko di maksud
juga terjadi dengan diberlakukan penutupan asuransi di

penerbangannya.
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(mm;ﬂrepositorv.usu.ac.idfbitstreami‘l23456781’_ 16750/3/Chapter

%20lipdf)

Berdasarkan berbagai Pandangan di atas mengenai fungsi
asuransi, dapat di simpulkan fungsi asuransi yaitu: Transfer
Resiko dan kumpulan dana. yang dimana Transfer Resiko
Dengan membayar premi yang relatif kecii, seseorang atau
perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan
harta bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi jiwa dan
Kumpulan dana yang dimana premi yang diterima kemudian
dihimphn oleh perusahaan asuransi jiwa sebagai dana untuk
membayar resiko yang tenjadi.

Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Secara umum, definisi perjanjian asuransi dapat dilihat
dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang hukum Perdatg yang
menuntukan bahwa:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
meningkatkan diri terhadap saty orang atau iebih
laiannya.”

Dari isi Pasal 1313 KUHPerdata ini Abdulkadir Muhammad
(2006:94) menyebutkan beberapa syarat- syarat pokok dari

perjanjian, yaitu:

(1) Maksud mengandakan perjanjian



17

(2) Persetujuan yang tetap (agreemer :

(3) Prestasi ( consideration);

{(4) Bentuknya ( form);

(5) Adanya syarat-syarat tertentu ( definite terms)
(6) Kausa yéng halal ( legality);

Dalam praktek sehari-hari menurut Satrio (1999:49) ada

dua jenis perjanjian:

(1) Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana akibat
nukumnya, di saty pihak dan hak saja dan di lain pihak ada

kewajiban saja. Contoh, hibah.

(2) Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian antara dua pihak
dimana kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban
tetentu  (perjanjian  seperti inilah yang kemudian

dikonotasikan sebagai perjanjian).

Di samping itu istilah perjanjian menurut (Munir Fuady
2001:2) dikenal pula dengan istilah “contract’ dalam bahasa
inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya
sudah lama ada dan bukan istilah asing. LCalam hukum di
Indonesia dikenal istilah "kebebasan berkontrak” buka..

“kebebasan berperjanjian”.
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KUHPerdata dalam Eiku Ketiga menggunakan istilah
perjanjian, karena pada hakekatnya perjanjian dengan kontrak
adalah hal yang sama meskipun dalam perkembangannya
kontrak diberikan kontasi tertentu.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperiukan empat syarat:

1. Sepakat untuk megikatkan diri:

2. Cakap untuk membuat perjanjian:

3. Suatu hal tertentu;

4. Sebab yang halal”.

Dua syarat pertama dinamakan syarat- syarat subjektif
karena mengenai orang- orangnya sedangkan dua syarat yang
terakhir dinamakan syarat objektif dari perbuatan hukum yang
dilakukan itu. Dalam hal syarat objektif tidak terpenubi maka
perjanjian batal demi hukum, sedangkan dalam hal syarat
subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan
pembatalan (Subekti, 1979:17).

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan
kesepakatan dibatasi yaitu sepanjang tidak terdapat paksaan,
kekhilafan dan penipuan. masalah paksaan dalam perjanjian
diatur dalam Pasal 1323 -1327 KUHPerdata. Untuk pelaksanaan
suatu perjanjian sama sekali tidak boleh adanya paksaan kepada

salah satu pihak. Paksaan datam hal ini adalah paksaan rohani
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atau jiwa ( phsychys) jadi bukasssn paksaan fisik ( Satrio, 1995 :
340). Sedangkan kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu
persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru
mengenai orangnya dan mengenai barangnya. misainya,
membeli barang antik tertanya tidak antik, ingin membuat
perjanjian dengan pelukis Basuki Abdulah tetapi keliru dengan
pelukis Darsuki Abdullah ( Purwahid Patrik, 1994 : 58)

Perjanjian yang dilakukan dengan penipuan dapat
dibatalkan. Bedanya dengan paksaan, yaitu bahwa ia sadar
bahwa kehendaknya itu tidak dikehendaki, bahwa orang tidak
menghendakinya tetapi ia harus mau, sedangkan dalam
penipuan kehendaknya itu keliru demikian pula suatu
kesesatan/kekhilafan. Penipuan dilakukan dengan sengaja
dariphak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau
Supaya mempunyai gambaran keliru. Penipuan tidak sekedar
bohong tetapi dengan segala upaya akai tipu muslihat dengan
kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam
kehendaknya.( Purwahid Patrick, 1994 : 54 ).

Dengan demikian, maka ketidakcakapan seseorang atay
ketidakbebasan dalam memberikan perizinan pada suatu
perjanjian memberikan hak pada pihak tidak cakap dan pihak

yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya untuk meminta




pembatalan .uatu perjanjian dalam jangka waktu tertentu, yaitu 5
(lima) tahun. Batas waktu pembatalan ini diatur dalam Pasal 1454
KUHPerdata.

Dalam perjanjian asuransi berlaku pula aturan tentang

_ Syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata Namun,
karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di
samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian,berlaku
juga syarat- syarat khusus yang diatur dalam KUHD menurut
(Abdulkadir Mahmmud, 2006:51). syarat sahnya perjanjian
asuransi adalah kesepakatan, kewenangan, objek tertentu, kausa
yang halal, serta syarat khusus yang terdapat dalam Pasal 251
KUHD yaitu pemberitahuan.

Namun selain itu, ada pula yang menambah syarat lainnya
yaitu pembayaran premi. Premi merupakan salah satu unsur dari
perjanjian asuransi yang termasuk dalam pasal 246 KUHD.
Pembayaran premi itu sebagai kontraprestasi dari ganti kerugian
yang akan penanggung berikan. Demikian pula menurut Pasal
256, butir 7 KUHD, polis harus memuat premi asuransi yang
bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, premi
merupakan syarat esensial dalam pernanjian asuransi.

Kendati dalam praktik asuransi premi merupakan syarat

esensial yang mutlak harus dipenuhi oleh tertanggung, hal

o
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ters=:out tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-
undangan. KUHD memang tidak menyebutkan adanya suatu
bentuk asuransi yang tidak memiliki premi. Akan tetapi hal
tersebut tidak diiarang oieh undang-undang Menurut ( Abdulkadir
Muhammad,2006:55) Tidak terpenuhinya syarat kesepakatan
dan kewenangan mengakibatkan perjanjian asuransi dapat
dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objek tertentu,
dan kausa yang halal mengakibatkan pefjanjian asuransi menjadi
batal demi hukum. Khusus untuk syarat pemberitahuan, jika tidak
diperjanjikan sebelumnya maka tidak terpenuhinya syarat ini
mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum.
Tujuan Asuransi

Secara umum  asuransi bertujuan  memberikan
perlindungan terhadap harta kekayaan, jiwa, dan atay raga
manusia dari ancaman berbahaya atau peristiwa yang tidak pasti
dan sebelumnya tidak dapat diketahui akan terjadi dan asuransi
berfungsi untuk mengalihkan risiko. Perlindungan tersebut berupa
peralian resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan
imbalan jasa tertanggung membayar sejumlah premi kepada
penanggung.

Jika risiko itu menjelma menjadi kerugian atau lenyapnya

jiwa atau cacat tubuh, tertanggung berhak memperoleh ganti
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kerugian atau memperofeh santunan dan Liaya pengcnatan
secara perawatan dari penanggung. Dengan kata lain, asuransi
memberikan rasa aman kepada tertanggung baik terhadap harta
maupun terhadap jiwa dan atau raga.

Menurut Hasymi Alil (1999:76) tujuan asuransi jiwa
meliputi dua aspek yaitu:

Tujuan pertama di sebut proteksi atau perlindungan,
sedangkan yang kedua dinamakan kebutuhan tabungan . artinya
polis asuransi yang kita beli mengandung masing- masing tujuan
dalam berbagai proposi, asuransi bermasa adalah semata- mata
untuk kebutuhan proteksi . asuransi bermasa tidak mempunyai
nilai tunai dan karena tidak ada kemungkinan di penuhinya
menabung.

Menurut AbduiKadir Muhammmad (2006:12), tujuan dari
asuransi didasarkan:
(1) Motif Ekenomi
Sebagiai perjanjian khusus, pertanggungan berdasarkan
motif ekonomi, artinya tertanggung menyadari betuyi bahwa
ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya dan
terhadap jiwa raganya. Jika bahaya itu terjadi maka secara
ekonomi, yang di derita kerugian materil dan korban jiwa dan

cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidupndan ahli
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warisnya tertanggung sebagai pitak yang ters.acam bahaya
merasa berat memikui beban ini, yang sewaktu-waktu dapat
terjadi.

Peralihan Risiko

Perjanjian tertanggung yang di dasarkan oleh motif ekonomi
tersebut bertujuan memperalikan risiko dari tertanggung
kepada panaggung dengan imbalan bahwa penanggung
menerima sejumlah uang dari tertanggung sebagai premi.
Jika dalam jangka waktu diadakan pertanggungan itu betul-
betul terjadi peristiwa yang mengancam itu, sehingga timbul
kerugian bagi Peénanggung akan membayar ganti kerugian
atau di berikan sejumlah uabg kepada tertanggung sesuai
dengan isi perjanjian,

Ganti Kerugian

Dalam perakteknya tidak senantiasa bahaya yang
mengancam itu sungguh-sungguh terjadi, ini merupakan
kesempatan yang ba.k bagi penaggung mengumpulkan uang
premi yang di bayarkan oleh beberapa tertanggung yang
mengikatkan diri kepada. Jika pada suatu ketika sungguh-
sungguh terjadi peristiwa yang merugikan itu, kepada
tertanggung yang bersangkutan akan di bayar ganti kerugian

atau di berikan sejumlah uang yang jumlahnya jauh lebih
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besar dari pada jumlah premi yanr, telah di bayar oleh
tertanggung kepada tertanggung.
Motif Sosial Kemanusian
Motif jaminan sosial yang bersifat yaity pertanggungan
kerugian yang bertujuan untuk menggant kerugian jika terjadi
peristwa yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung.
Asuransi  kebakaran, pengangkutan, pencurian, dan
pembongkaran kredit.
Motif Kesejahteraan Sosial

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu
perkumpulan dan membayar iuran kepada perkumpulan,
maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung.
Sedangkan anggota perkumpuian berkedudukan sebagai
tertanggung. Jika peristiwa yang mengakibatkan kerugian
atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan
akan membayar sejumiah uang kepada anggota
(tertanggung) yang bersangkutan.dengan demikian Prof.
Wirjono  Prodjodikoro  (Abdulkadir Muhammad, 2006:15)
bahwa asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan
koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling

menanggung atau asuransi usaha bersama yang bertujuan

mewujudkan kesejahteraan anggota.




Asuransi sali g mznanggu: g tersebut yang telah diuraikar,
tidak dapat digolongkan kedaiam asuransi  murni, namun
mempunyai unsur- unsur yang mirip dengan asuransi kerugian
atau asuransi jumiah. Penyetoran iuaran oleh anggota
perkumpulan,merupakan perkumpulan dana untuk kesejahteraan
para anggotanya. Asuransi kesejahteraan seperti ini lebih sesuai
dikelofah oleh perkumpuian koperasi atau badan usaha milik
hersama.

Premi Asuransi

Premi adalah salah saty unsur penting dalam asuransi
karena merupakan kewajiban pokok wajib di penuhi oleh
“tertanggung. Dalam hukum asuransi, penanggung menerima
pengalihan risiko dar; tertanggung dan tertanggung membayar
sejumah premi sebagai imbalannya.

Apabila premi tidak dibayar, asuransi dépat dibatalkan,
atau asuransi tidak berjalar. Suatu asuransi tary dapat berjalan
apabilah kewajiban tertanggung membayar premi telah terpenuhi.
Risiko atas objek asuransi beralih kepada Penanggung sejak
premi di bayar oleh tertanggung. Ada tidaknya peralian risiko di

tentukan oleh pembayaran premi, karna ity Premi merupakan

kunci perjanjian.
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Padu asuransi ‘ang di adakan untuk jangka waktu
tertentu,premi di bayar lebih dahuly pada saat asuransi di
adakan. Pada asuransi yang di adakan untuk suatu perjalanan,
premi dapat di bayar pada saat bahaya sudah mulaij berjalan,
misalnya pada asuransi kapai yang sudah berangkat ini di
uraikan dalam KUHD dalam pasal 603.

Pada asuransi yang di adakan dalam jangka waktu
Panjang, pembayaran premi dapat dilakukan secara priodik, yaitu
awal bulan misalnya pada asuransi jiwa, jika pada suatu priode
tertentu premi belum dibayar, asuransi berhenti. Setelah
tunggakan premi di lunasi, asuransi berjaian lagi.

Untuk mencegah terjadinya pembatalan premi biasanya
pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang
menyatakan : “premi harus di bayar terlebih dahulu (pada waktu
yang telah di tentukan)”. Jika premi tidak di bayar pada wakitu
yang telah di tentukan, asuransi tidak berjalan. Jika terjadi
peristwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak
berkewajiban membayar klaim tertanggung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di pahami bahwa
premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan
perjanjian asuransi di laksanakan atau tidak_ Menurut Abdulkadir

Muhammad (2006:104), kriteria premi asuransi meliputi :
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Dalar: bentuk sejumlah uang;

Dibay.r lebih dahulu oleh tertanggung;

Sebagai imbalan pengalian risiko:

Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko
yang di alikan.

oo

Polis Asuransi

Dalam kamus asuransi dikemukakar bahwa yang
dimaksud dengan polis adalah dokumen cetak yang di dalamnya
dinyatakan persyaratan kontrak asuransi atau kontrak tertulis
antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis.

Menurut Rasiks Purba (1994:3) polis adalah bukti tertulis
perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung.

Herman Darmawi (2000:11) mengemukakan bahwa yang
dimaksud dengan polis adalah janji-janji yang dicantumkan di
dalamnya ditentukan kapan perusahaan asuransi akan
membayar yang ditanggung serta bebefapa besar jumiah yang
dibayarkan.

Setiap polis asuransi jiwa menetapkan suatu masa
tenggang 30 hari sesudah tanggal jatuh tempo premi. jika premi
dibayar dalarn priode ini, maka polis akan terus berlaku dan tidak
kadaluwarsa. Namun jika sampai pada batas waktu yang tetah

ditentukan’ po"s tidal dihavar maka nalie it tidale alan herlaku




lagi kesuali katau polis itu mempunyai nilai tunai yang cukup

untuk merumuskan polis tersebut.

Dalam pasal 256 KUHD ditentukan bahwa setiap polis,
kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, narus
menyatakan:

(1} Hari ditutupnya pertanggungan;

(2} Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan
sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga;

(3) Suatu urain yang cukup jelas mengenai barang yang
dipertanggungkan;

(4) Jumiah uang untuk berapa diadakan pertanggungan;

(5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oieh si penanggung;

(6) Saat pada masa bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si
penaggung dan saat berakhirnya itu:

{7} Premi pertanggungan tersebut;

(8) Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si
penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang di
penjanjikan antara para pihak.

Untuk asuransi jiwa, ditentukan dalam Pasal 304 KUHD
bahwa hal-hal yang dimuat dalam sebuah polis, yaitu:

(1) Hari ditutupnya pertanggungan;

{2) Nama si penanggung;
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(3) Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;

(4) Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si
penanggung;

{(5) Jumiah uang untuk mana diadakanpertanggung;

(6) Premi pertanggungan tersebut.

Dalam peraktek asuransi, setiap perusahaan asuransi
menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus
dan klausula-klausula tertentu pula. Berdasarkan syarat-syarat
khusus dan klausula-klausula tertentu yang dicantumkan dalam
polis, maka polis pun memiliki jenis-jenis yang sering ditemnui
dalam dunia perdagangan pada umumnya serta dalam dunia
asuransi khususnya. Polis-polis tersebut, yaitu:

(1) Polis Bursa yaitu yang digunakan, disusun dan diciptakan
pada bursa asuransi. Di Indonesia belum terdapat bursa
asuransi, kan tetapi dikenal dua bentuk polis bursa
Rotterdam dan polis bursa Amsterdam.

(2) Polis Maskapai yaitu polis yang dikeiuarkan oieh maskapai
dan digunakan oleh masing-masing maskapai asuransi
tersendiri. Akibatnya timbullah ketidakseragamanljenis~jenis
bentuk dan isi polis maskapai tersebut. Untuk meniadakan
hal ini, maka oieh maskapai-maskapai asuransi tersebut

mengadakan penyeragaman/penggabungan bentuk dan isj




(4)

(5)

(6)

(7}
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polis, sehingga hanya ada satu ben.uk polis dar maskapai.
Contohnya di Indonesia iaiah polis dari Dewan Maskapai
Penanggung Kebakaran Indonesia.

Polis Lacar yaitu polis yang berkenan dengan pertanggungan
barang dagangan, yang jumiah barang persediannya cepat
berobah-obah sebagai akibat dari pada barang keluar masuk.
Persediaan itu ditanggung sampai sesuatu jumlah maxsimum
disebut dalam polis.

Polis Lunas yaitu asuransi jiwa yang bebas dari pembayaran
premi berkala, karena teiah membayar sekaligus (harga beli)
pada waktu masuk asuransi, mengurangi harga asuransi
yang tersebut dalam polis yang sudah jalan beberapa tama
hingga premi yang sudah dibayar telah cukup untuk premi
seluruh masa polis itu, dan telah membayar sekaligus
sebagai ganti dari premi yang akan dibayarnya lagi.

Polis Kontrak yaitu polis yang ditanda tangani oleh orang
yang mempertanggungkan dan orang yang menanggung.
Polis Pauschal yaitu polis ini ditanggung juga kiriman selama
sesuatu waktu tertentu. Tiap partai ditanggung sampai
sesuatu harga maxsimum.

Polis Lioyds yaitu sejenis polis bursa, karena berasal/

digunakan di bursa Lioyds di Indonesia.
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(8) Polis Taksiran / Polis Bern:ai yaitu pof; yang di dalamnya
disebutkan nilai dari barang yang ditanggung itu.

Meskipun polis merupakan bukti tertulis terjadinya

perjanjian asuransi antara penaggung dan tertanggung, namun

polis tersebut dapat saja batal. Apabila

(1) Pembelian asvransi, memberikan keterangan yang tidak
benar atau salah ataupun merahasiakan beberapa bhal
meskipun tidak sengaja;

(2) Terdapat asufansi ganda;

(3) Bahaya risiko sudah ada sebelumnya;

(4) Barang sudah diasuransikan:

(5) Barang yang diasuransikan dilarang oleh Undang-Undang.

2.2 Asuransi Angkutan Darat
a. Syarat Asuransi Moda Angkutan Darat
Tertanggung dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas adalah
adaltah pemilik kendaraan bermotor, sebagaimana disebutkan dalam
pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 yang menyatakan pengusaha
atau pemilik kendaraan bemmotor diharuskan memberikan

sumbangan wajib setiap tahun untuk menutup akibat keuangan
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-karena kecelakan lalu tlintas kepac:1 korban atau ahli waris
bersangkutan.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, pengertian kendaraan bermotor adalah Kendaraan
Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor
36/PMK _010/2008 tanggal 26 Februari 2008 Besar Santunan dan
Sumbangan Waijib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjabarkan
jenis kendaraan bermotor yang dimaksud Kun Wahyu Wardana
(2009:74) yaitu:

1) Sepeda motor 50 cc ke bawah mobil ambulance, mobil
jenazah dan mobil pemadam kebakaran;

2) Traktor, bulldozer, forkiift, mobil Derek, excavator, crane,
dan sejenisnya ;

3) Sepeda motor, sepeda kumbang dan scocter di atas 50 cc
samapai dengan 250 cc, dan kendaraan bermotor roda
tiga ;

4) Sepeda motor dan scooter di atas 250 ¢c :

3) Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan dan
mobil penumpang bukan angkutan umum :

6) Mobil penumpang angkutan umum san‘pal dengan 1600
cc;

7) Bus dan mikro bus bukan angkutan umum :

8) Bus dan mikro bus angkutan umum serta mobi
penumpang umum angkutan umum lainnya di atas 1600
cC ;

9) Truk mobil tangkl rnobll gandengan mobil barang di atas

o,

LU LG, Bun WU RQIGTT Uai aejenlsnya



33

Pemilik kendaraan bem:-itor diposisikan sebagai tertanggung
yang diwajibkan membayar sumbangan wajib untuk memastikan
tanggungjawab kendaraan bermotor akan dipenuhinya untuk
memberikan ganti rugi, apabila ia lalai atau melakukan kesalahan
dalam mengendarai kendaraannya mengakibatkan orang fain cidera
badan, cakap atau meninggal dunia.

Bentuk pertanggungan ini di dalam asuransi lazimnya
diistilahkan dengan tanggungjawab hukum kepada Pihak Ketiga.
Pihak Ketiga yang dimaksud adalah korban kecelakan laly lintas.
Sedangkan Pihak Pertama adalah pemilik kendaraan bermotor yang
bertanggungjawab atas kecelakaan tersebut dan perusahaan
asuransi sebagai Pihak Kedua yang menerima risiko tanggungjawab
Pihak Pertama.

Pembayaran Premi

Besarnya jumiah premi yang harus di bayar oleh tertanggung
di tentukan berdasarkan penilaian risiko yang di pikul oleh
penanggung. Dalam peraktiknya penetapan tesarnya jumilah premi
itu di perjanjikan oleh tertanggung dan Penanggung secara iayak dan
dicantumkan dalam polis.

Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga

termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi dalam

jumiah premi adaiah:
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2)

3)
4)
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Jumlah presentasc dari jumiah yang di asuransikan.

Jumlah biaya-biaya yang di keluarkan oleh penanggung,
misalnya biaya materai, biaya polis.

Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

Menurut ketentuan pasal 20 peraturan pemerintah nomor 73
tahun 1992, premi harus di tetapkan pada tinggkat yang
mencungkupi, tidak berlebihan, dan tidak di tetapkan secara
diskriminatif.

Penerapan tingkat premi di nilai bersifat diskriminatif apabila

tertanggung dengan luas pengadaan yang sama serta dengan jenis

dan ftingkat risiko yang sama di kenakan tinggkat premi yang

berbeda.

Dasar Hukum Kecelakan Yang Dapat Di Klaim

Setiap kita membicarakan dasar hukum, maka perhatian kita

akan selalu tertuju pada peraturan perundang- undangan. Dasar

hukum kecelakaan yang dapat dikiaim di atur pada:

1)
2)
3)

4)

Pasal 1365 KUHPerdata,

Pasal 246 KIUHDagang,

Undang-Undang No0.33 Tahun 1984 tentang Dana Wajib
Kecelakaan Penumpang.

Undang- Undang No.34 Tahun 1964 tentang dana kecelakan lalu

lintas.
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6)

7)

8)

9)
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Undang -Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Peransuransian

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya,
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1065 tertang Peraturan
Pelaksanaan  Dana Pertanggungan  Wajib  Kecelakan
Penumpang,

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965 tentang Peraturan
Pelaksanaan Dana Pertanggungan Waijib Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan,

Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008
tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2.3 Asuransi Jiwa Pada PT. Jasa Raharja.

UU No.33 Tahun 1964 Jo PF No.17 Tahun 1965 tentang Dana Waijib

Kecelakaan Penumpang

1)

Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan tentang dana uiran waijib
kecelakaan penumpang  Untuk jaminan  pertanggungan
kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiup penumpang
kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang
plrusanaun  pensiudN@an  nasional  dan kapal perusahaan

perkapalan/pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan waijib



2)

3)

ah
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r.embayar suatu iuran. Dan dalam pasa 2 ayat (2) menyebutkar
Jumlah iuran wajib yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini,
ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarip yang bersigat
progresif.

Selanjitnya dalam pasal 3 ayat (1)dan( 2) menyebutkan turan
wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya
pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan
peénumpang umum yang bersangkutan. Dan Pengusaha/pemilik
alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib
memberi pertanggungan jawab seluruh hasii pungutan iuran
wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada

Perusahaan, setiap bulan selambatlambatnya pada tanggal 27

‘seccara langsung atau melalui bank ataupun badan suransi lain

yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh
Direksi Perusahaan.

Dan dalam pasal 4 di tegaskan untuk luran wajib semata-mats
dibuktikan dengan kupon pertanggungan yarg bentuk can hal-hal
lain mengenainya, ditentukan oleh Menteri.

Nalam  naest 10 ayat (1) tentang jaminan pertanggungan

kecelakaan diri bagi Penumpang menyebutkan . Korban yang
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6)
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berhak atas santunan yaitu Setiap penumpang sah dari
kendaraan bermotor umum.kereta api, pesewat terbang,
perusahaan penerbangan dan kapal perusahaan perkapalan/
pelayaran nasional, termasuk mereka yang di kecualikan dari
iuran wajib menurutverdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah
ini, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama
penumpng itu berada di dalam angkutan yang di sediakan oleh
pengangkut untuk jangka waktu saat naik dari tempat
pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

Dalam pasal 12 ayat (1) menyatakan yang berhak mendapat
ganti kerugian pertanggumgan dalam hal kematian korban
janda/dudanya yang sah dan dalam bhal tidak ada
jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-
tuanya yang sah.

Dalam pasal 12 ayat (3) menyebutkan hak untuk mendapatkan
pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-
undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Waijib
Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh

disarahlkan Lepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan



pinjaman, pun tidak boleh disita untuk mei: alankan putusan

hakim ataupun menjatankan patisemen.

UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1985 tentang dana
kecelakan lalu lintas.

1) Dalam pasal 2 ayat (1) Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan
lalu-lintas  jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap
tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jatan. Jumiah
sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut
suatu tarip yang bersifat progresif.namun dalam ayat
menyebutkan bahwa Pengusaha/pemilik sepeda
motor/kumbang dengan isi silinder 50 cc atau kurang,
kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran,
kendaraan jenazah dan kereta api dibebaskan dari
sumbangan waijib.

2)Dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan Sumbangan waijib
untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas
selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang
bersangkutan. dan Waktu dan cara pembayaran sumbangan

waiih diatur lebih lanjut oleh Menteri.
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3)Daiam pasal 4 di tegaskan bahws Pasal Sumbangan waijib
dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan

hal-hal lain mengenainya ditetapkan oleh Menteri.

4) Daiam pasal 10 ayat (1) tentang jaminan bagi korban /ahli
waris kecelakaan lalu lintas jalan Setiap orang yang berada
diluar alat angkutan lalu-lintas jalan yang menimbulkan
kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari
penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut sebagai
demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana
Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang

tercantum daiam pasal 13.

5) Dalam pasal 12 ayat (1) menjelaskan Yang berhak mendapat
pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah
jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada
jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam
hal tidak ada fendanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah,

kepada crang-tuanya yang sah.

8) Dalam Pasal 12 ayat (3) menjelaskan pulah Hak untuk
mendapat pembayaran Dana herdasarkan Undang-undang

No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan
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io. Peraturan Pemerintah ni, tidak boleh diserahkan kepada
fihak lain, digadaikan, atau dibuat tanggungan pinjaman, pun
tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun

menjalankan pailisemen.

b. Pembayaran Klaim Asuransi Pada PT. Jasa Raharja
1} Cara Mengajukan kiaim Asuransi kecelakaan yaitu dengan
mengisi formulir pengajuan formuiir dengan lampiran;
{1) Laporan polisi
(2) Foto copy STNK dan SIM setiap kendaraan yang teriibat
(3) Keterangan Kesehatan Korban (Formulir Jasa Raharja)
(4) Asli kuintasi Biaya Rawatan Korban di rumah sakit {dengan
perincian ) dan Apotik ( dengan foto copy resepnya)
(5} KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran |
(6) Surat Kematian dari Rumah Sakit / Puskesmas atau Lurah
(7) Surat Nikah
(8) Keterangan Ahliwaris dari lurah ( formulir Jasa )
Cara mengajukan klaim dalam asuransi kematin yaitu:

(1) Adanya Surat Keterangan Kematian dari RT/RW setempat;
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(2) Adanya Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (jika
kematian terjadi karena kecelakaan) ;

(3) Adanya Surat Keterangan dari RS (jika kematian terjadi di
RS)dimana surat ity ditandatangani oleh dokter
bersangkutan ;

{(4) Mengisi Formulir Pengajuan Klaim yang diterbitkan olch
Perusahaan Asuransi :

(5) Fotokopi Identitas Diri Ahli Waris.

Jangka waku pengajuan klaim asuransi

Jangka waktu pengajuan pembayaran santunan untuk
penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter
waktu pengajuannya 365 hari setelah terjadinya kecalakaan dan
dalam kecelakaan tetap, yang kemudian menyebabkan kematian,
maka kematianlah yang dianggap sebagai satu —satunya sebab

pembayaran ganti kerugian pertanggungan.

Pembatalan Klaim Asuransi

Pembatalan pembayaran kiaim pada perusahaan asuransi

disebabkan oleh kesaiahan nasabahnya sendiri yaitu:

1)

Ketidakjujuran Nasabah terkadang didalam mengisi Surat

Permohonan (SP) Asuransi, calon tertanggung memberikan
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3)

42

keterangar: atau jawaban yang tidak benar atas pertanyan-

pertanyaan yang telah tercantum.

Dalam perusahaan asuransi mencantumkan pengecualian yang
dimana pengecualian itu tertulis dalam polis, namun terkadang
calon tertanggung mengabaikannya, sehingga ia merasa
dirugikan ketika Pertanggungan Asuransinya tidak dibayar.

Adapun isi pengecualian, yaitu:

(1) Karena bunuh diri

(2) Kematian karena orang yang bersangkutan melakukan tindak
kriminal.

(3) Kematian karena AIDS

{4) Kematian karena penyakit kritis, dimana kematian terjadi
pada tahun pertama dia mengikuti program asuransi dari PA
bersangkutan.

(5) Kematian karena force majeure, atau hai-hal yang memang
tidak bisa dihindari, seperti perang, bencana alam, atau hury-
hara,

Tertanggung terlalu lama mengajukan klaim Setiap perusahaan

asuransi menetapkan batasan wakiu dalam pengajuan klaim

asuransi, tapi pada kenyataannya nasabah mengajukan klaim di

luar batasan waktu yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan

asuransi sulit untuk memenuhinya.
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Syarat-syarat saat pengajuan klaim kurang lengkap dalam
perusahaan asurasi biasanya meminta beberapa persyaratan
saat pengajuan klaim apabila terjadi risiko kematian pada orang
yany ditanggung. Tetapi persyaratan tersebut sering tidak
dipenuhi atau dilengkapi cleh ahli waris tertanggung, sehingga
perusahaan asuransi tentu tidak bisa langsung membayar klaim
mereka.

Tidak dibayamya premi oieh nasabah dalam jangka waktu yang
sudah ditentukan setiap perusahaan asuransi telah menentukan
jangka waktu pembayaran premi, apabila premi tidak dibayar
sesuai jangka waktu yang ditentukan, bisa saja Polis Asuransi
menjadi tidak berlaku lagi. Ini berarti artinya ada tidaknya
asuransi ditentukan oleh pembayaran premi, karena premi

merupakan kunci perjanjian asuransi.
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BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kewajiban PT, Jasa Raharja (persero) Terhadap

Korban Moda Transportasi darat diMakassar.

Dasar pelaksanaan kewajiban terhadap korban moda transportasi
darat di makassar yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang
Dana Pertanggungan Waijib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan
Pemerintah No.17 bahwa: “Setiap orang yang menjadi korban
kecelakaan alat angkutan Penumpang umum diberi hak untuk mendapat
pembayaran ganti kerugian pertanggungan”.

Berarti bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan santunan/
ganti kerugian apabiia terjadi kecelakaan ketika mengendarai angkutan
umum. Namun tidak semua korban kecelakaan mendapatkan ganti
kerugian, seperti yang diungkapkan oleh  Safri Ardiansyah Kepala
bagian Kiaim PT. Asuransi Jasa Raharja (Wawancara tanggal 15 Juni

2011) bahwa:

Tidak semua Grang yang menjadi korban moda transportasi darat
tersebut mendapatkan pembayaran ganti kerugian pada PT Jasa
Raharja (persero), namun hanya diberikan kepada orang yang
menjadi korban moda transportasi darat di luar kesalahannya.
Apabila Penumpang mengalami kecelakaan yang disebabkan
penggunaan kendaraan yang ditumpanginya dan mas;ih berada
dalam ruang lingkup pertanggungan maka penumpang yang
menjadi korban berhak atas jaminan asuransi, tetapi jika
penumpang sebelum naik kendaraan atau sudah turun dari
kendaraan yang ditumpangi mengalami kecelakaan sebagai akibat
tertabrak kerdaraan yang melintas atau sebab lain yang
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mengakibatkan Penumpang tersebut mengalam iuka-iuka atau

meninggal dunia,berarti masa pertanggungannya sudah menjadi

daluwarsa, meskipun penumpang tersebut adalah penumpang sah
aan telah membayar iuran waijib.

Di dalam pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa: asuransi adalah
suatu persetujuan di mana penanggung berjaniji pada tertanggung untuk
membayar sejumilah kerugian yang telah disepakati bila terjadi suatu
kerusakaan, kerugian kehilangan keuntungan itu disebabkan oleh suatu
peristiwa yang belum tentu terjadi.

Adapun beberapa bentuk santunan yang diberikan pada PT. Jasa
Raharja (persero) kepada masyarakat yang menjadi korban moda
transportasi darat, seperti yang diungkapkan oleh Safri Ardiansyah
Kepala bagian Klaim PT. Jasa Raharja (Perserb) (wawancara tanggai 15
juni 2001), bahwa:

Pihak PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan bentuk-bentuk

santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan

moda transportasi darat berupa:

1. Santunan berupa penggantian perawatan dan pengobatan;

2. Santunan kematian;

3. Santunan cacat tetap.

Mekanisme kerja asuransi jiwa Kecelakaan didasarkan pada
terjadinya perjanjian antara perusahaan asuransi dengan peserta
asuransi. setelah perjanjian berlangsung, maka dalam asuransi jiwa
kecelakaan penumpang diatur menurut aturan sebagai berikut:

1. Tiap pemilik/pengusaha alat angkwian penumpang umum diwajibkan

memberikan sumbangan iuran wajib untuk menjamin pertanggungan
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kecelakaan, iuran wajib yang dimaksud iala:: iuran yang wajib dibayar
oleh penumpang alat angkutan penumpang umum, yang di mana
jumlah iuran wajib yang dimaksudkan di tentukan oleh Menteri
menurut suatu tarif yang bersifat progresif sesuai pasal 2 ayat (1);
luran waijib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya
pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan
penumpang umum yang bersangkutan:

Pengusaha/ pemilik alat angkutan pénumpang umum vyang
bersangkutan wajib memberi pertanggung jawaban atas seluruh hasil
pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya
kepada perusahaan. Setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal
27, secara langsung atau melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain
yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi
Perusahaan:

Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang melalaikan
kewajibannya untuk menyetor hasi! pungutan iuran wajib para
penumpangnya menurut Pasal 3 ayat (2) yang berisi Barang siapa
metanggar ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini, diancam
dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 1000.000,00 (satu juta

rupiah).
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Adapun santunan yang diberik--n pada pihak PT. Jasa Raharja

{persero) kepada korban/ahli waris korban kecelakaan alat angkutan

penumpang umum diatur menurut aturan sebagai berikut;

1.

Setiap orang yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan
penumpang umum .diberi hak untuk mendapat pembayaran ganti
kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun
1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
jo. Peraturan Pemerintah No.17 kecuali dalam hal-hal sebagai
berikut:

1) Jika korban /ahli warisnya telah dapat jaminan berdasarkan
Undang-Undang No.34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan;

2) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesegajaan iain
pada pihak korban atau ahli warisnya;

3) Kecelakaan-kecetakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
(1) Dalam keadaan mabuk atau tidak sadar dan
{2) Meiakukan perbuatan kejahatan

Fembayaran santunan diberikan dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam hai korban meninggal dunia karena akibat tangsung dari
kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan

yang bersangkutan;




2)

3)

48

Dalam hai korban me. dapat cacat tetap, karena akibat langsung

dari kecelakaan yang demikian itu dalam wakty 365 hari setelah

terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang dimaksud

dengan cacat tetap apabila salah satu anggota badan hilang dan

tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat

sembuh/pulih untuk selama-lamanya;

Dalam hal adanya biaya perawatan dan pengobatan dokter yang

diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan

yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah

terjadinya kecelakaan, selama waktu 365 hari: Adapun biaya

perawatan dan pengobatan dokter meliputi:

(1) Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;

(2) Honorarium dokter;

(3) Alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter:

(4) Photo roentgen;

(5) Pembedahan

(6) Biaya perawatan lainnya yarg diperiukan menurut pendapat
dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumiah barang
untuk membeli anggota-anggota badan seperti kakiftangan

buatan, gigi/mata palsu dan lain sebagainya.
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4) Dalam hal k ‘rban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris,
kepada yang menyelenggarakan  kuburannya  diberikan
penggantian biaya-biaya penguburan.

3. Dalam hal cacat tetap,

Dalam bal ini pembayaran dana dihitung menurut hitangnya daftar

anggota tubuh, sesuai dalam pasal 10 ayat (2), sub b dalam jaminan

pertanggungan kecelakaan diri bagi penumpang. santunan cacat
tetap diberikan dalam bentuk presentasi sesuai dengan cacat yang
diderita korban. Secara lebih rinci presentasi tersebut ditetapkan
sebagaimana terurai pada tabel berikut:

Tabel 1

Tunjangan kecelakaan yang menyebabkan hilangnya anggota tubuh

[ No. Anggota tubuh Kiri | % [Kanan
1. | Kedua Lengan atau Kedua Kaki - 100% -
2. | Satu Lengan Dan Satu Kaki - 190% -
3. | Penglihatan dari kedua mata - 100% -
4. | Akal budi seluruhnya dan tidak dapat
sembuh yang menyebabkan tidak dapat
melakukan suatu pekerjaa. - 100% -
5. | Lengan dari sendi bahy 70% - 60%
6. | Lengan dari atau di atas sendi siku 65% - 55%
i 7. | Tangan dari atau di atas sendi
pergelangan tangan 60% - 55%
8. | Satu kaki 50% - 50%
9. | Penglibatan dari satu mata 30% - 30%
10. | Ibu jari tangan 25% - 20%
11. | Telunjuk tangan 15% - 10%
| 12. | Jari tengah atau jari manis tangan 10% - 5%
13. | Tiap-tiap jari kaki 5% | —v

Sumber:Kun Wahyvu W.2009. Hukum Asuransi, 2009.




{'<ngan melihat tabe) di atas, maka sesuai pasal 10 ayat (3)

menjelaskan yaitu:

1.

Jika korban orang kidal, maka presentase yang di tetapkan di atas
untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-
anggota badan kiri, dan begitu pula sebaliknya.

Untuk suatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar
tersebut di atas, presentasinya ditetapkan oleh Direksi
Perusahaan, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang
tercantum dalam daftar.

Dalam hal cacat tetap beberapa amggota badan yang disebut di
atas, besarnya ganti kerugian pertanggungan di tetapkan dengan
menjumlahkan presentasi-presentasi dari tiap-tiap anggota badan
itu, akan tetapi ganti kerugian tersebut, di batasi sampai setinggi-
tingginya 100%.

Datam hal cacat tetap dari semua jari-jari  suaty tangan,
pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak akan di berikan
lebih dari presentasi yang di tetapkan untuk cacat tetap suatu
tangan .

Untuk kehilangan suatu anggota badan yang sudah sejak semula
tidak dapat di pergunakaan tidak di berikan ganti kerugian

pertanggungan



3. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menim swlkan
cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan
lebih luas dari cacat tetap semula 358 hari setelah terjadinya
kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran ganti kerugian
kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran ganti kerugian
kecelakaan pertanggungan sebesar selisih dari jumlah yang teiah
ditetapkan semula. Dan

7. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan
kematian dalam waktu 356 hari setelah terjadinya kecelakaan,
maka kematianlah yang di anggap sebagai satu-satunya sebab
pembayaran ganti kerugian pertanggungan dan yang dibayarkan
adalah setinggi-tingginya jumilah ganti kerugian pertanggungan
untuk kematian seperti yang dimaksudkan dalam pasat 10 ayat (2)
sub a.

Selain itu seperti yang di ungkapkan Ani Fitriani selaku
Karyawan pendataan pembayaran santunan kecelakaan pada PT.
Jasa Raharja (wawanczra tanggat 16 Juni 2011) bahwa:

apabila kedua lengan atas atau kedua kaki, satu lengan dan

satu kaki, penglihatan dari kedua mata, dan akal budi

seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak
dapat melakukan suatu pekerjaan mendapatkan santunan
presentasi 100% karena anggota tubuh yang sudah tidak
dapat berfungsi lagi, sedangka. S1yal dead)  Se1IQ)
bahu,lengan dari atau di atas sendi siku, tangan dari atau di

atas sendi pergelangan tangan, satu kaki,penglihatan dari
satu mata, ibu jari tangan,telunjuk tangan, jari tengah atau jari
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manis tangan dan tiap-tiap jari kzki. mendag tkan santunan
sesuai dengan cacat yang diderita korban, dalam bentuk
presentasi sesuai dengan cacat yang diderita, kemudian
dikalikan dengan nilai santunan yang ditetapkan untuk
kecelakaan cacat tetap.

Selanjutnya Dalam hal ini akan dikemukakan pula bagaimana

pelaksanaan kewajiban PT. Jasa Raharja (persero) dalam

menyelesaikan tanggung jawabnya. Maka di bawah ini akan

dikemukakan dalam bentuk iabel dana pembayaran santunan kepada

korban

periode

kecelakaan moda anggkutan transportasi darat di Makassar
Tahun 2006-2010

Tabel 2

Tabel Pembayaran Santunan Bagi Korban Meninggal Dunia

Tahun 2006-2010

TAHUN Me(;:::?agal Frekuensi Prosentase
2006 13.625.500.000 | 150.416.000.000 9,06 %
2007 15.120.500.000 | 150.416.000.000 | 10,05%
2008 30.284.000.000 | 150.416.000.000 20,13%
2009 49.001750.000 | 150.416.000.000 32,6%

[ 2010 42.384.250.000 | 150.416.000.000 28,2%

Jumlah 100,04 %

Dengan melihat tabel di atas dapat di simpulkan bahwa

angka Meninggal dunia akibat kecelakaan dari tahun 2006 sampai

2009 mengaiami peningkatan, namun  di tahun 2010 angka

Meninggal dunia menurun dengan persentase 282 %.Jadi total
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pembayaran santunan cdari ‘ahun  200¢.- 2010 dengan jumlah
presentase sebesar 100,04%
Tabel 3

Tabel Pembayaran Santunan Perawatan Bagi Korban kecelakaan
Tahun 2006-2010

Tahun | Perawatan | Frekuensi Presentase
2006 |8.413.720.494 5.6800 049, 253 14,81% |
2007 |8.868.057.628 5.6800 049. 253 157%
2008 | 11.i72.740.047 | 56800 049. 253 19, 67%
2009 114.220.802.573 | 56800 049 253 251%
2010 1 14.115.728.511 | 56800.049 253 24.9%
" Jumiah 100,18%

Dengan melihat tabei di atas dapat di simpulkan bahwa angka
Perawatan akibat kecelakaan dari tahun 2006 sampai 2009
mengalami peningkatan, namun di tahun 2010 angka Perawatan
menurun dengan presentase 24.9% jadi total pembayaran santunan

dari tahun 2006-2010 dengan jumiah presentase sebesar 100,18%




Tabel 4

Tabel Pembayaran Santunan Cacat Tetap Bagi Korban Kecelakaan

Tahun 2006-2010

Tahun

Cacat Tetap Frekuensi Presentase
2006 616.075.000 | 6.071.895.000 10,14%
2007 | 1.095.050.000 |6.071.895.000 18%

" 2008 863.325.000 | 6.071.895.000 13,8%
2009 | 1.276.870.000 |6.071.895.000 21.1%
2010 | 2.247.575.000 |6.071.895.000 37%

tlumlah 100,04

Dengan melihat tabel di atas dapat di simpulkan bahwa angka

Cacat Tetap

akibat kecelakaan dari tahun 2008 sampai 2009

mengalami peningkatan, namun di tahun 2010 angka Perawatan

menurun dengan presentase 37% jadi total pembayaran santunan

dari tahun 2006-2010 dengan jumiah presentase sebesar 100,04%

Tabei 5

Tabel Pembayaran penguburan Tetap Bagi Korban Kecelakaan Tahun

2006-2010

Tahun T;iaya Penguburan Frekuensi T—Prmasentzmﬁ

2006 32.000.000 2.62.000.000 15,6%

2007 22.000.000 2.62.000.000 11.9% |

2008 41.000.000 ~ [2.:62.000.000 17,3%

2009 1.16.000.000 | 2.62.000.000 23,25%

2010 51.000.000 2.62.000.000 18,9%
Jumiah ' 86,95%
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Dengan melihat tabel di atas dapat di simpuikan bahwa Biaya
Penguburan akibat kecelakaan dari tahun 2006 sampai 2009
mengalami peningkatan, namun di tahun 2010 angka Perawatan
menurun dengan presentase 18,9% jadi total pembayaran santunan
dari tahun 2006-2010 dengan jumlah presentase sebesar 86,95%

Adapun tanggapan dari masyarakat berdasarkan hasil
penelitian dan angket yang penulis sebarkan mengenai sudah atau
tidak PT. Jasa Raharja memberikan perlindungan atau jaminan
sosial terhadap korban kecelakaan moda angkutan transportasi

darat di makassar, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Pelaksanaan Kewajiban PT. Jasa Raharja (persero) Apakah Sudah Atau
Tidak Memberikan Perlindungan Atau Jaminan Sosial
Kepada Korban Kecelakaan

No. J;ﬁ]inan Sosizal Frekuensi Presentase (%)
1. Ya 35 70 %
2. Tidak 15 | 30 %
K Jumlah 50 100 %

Sumber: Hasil penyebaran angket kepada 50 nasabah PT. Jasa Raharja
Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa 35 responden atau 70%
yang menjawat bahwa pihak PT. Jasa Raharia (persero) sudah

memberikan perlindungan atau jaminan sosial kepada korban kecelakaan




n
o

moda angkutan transjortasi darat dengan alasan bahwa apa yang
menjadi kewajiban dari pihak PT. Jasa Raharja (persero) sangat
membantu para korban atau ahii waris korban karena dapat menutupi
sebagian beban yang diderita dan 15 responden atau 20% yang
menjawab tidak, dengan alasan bahwa pihak PT. Jasa Raharja (persero)
terkadang menolak memberikan ganti kerugian dengan alasan suaty
kelalaian atau dianggap hanya sebagai suatu kecelakaan biasa.

Akibatnya korban harus menanggung sendiri segala biaya perawatan.




3.2 Proses pergajuan permintaan dana santunan asuransi jiwa pada
PT.Jasa Raharja (persero) Terhadap korban kecelakaan moda
transportasi darat di Makassar

Setiap perusahaan asuransi jiwa harus menetapkan prosedur
standar untuk proses pengajuan dana santunan atau klaim. Prosedur
standar ini dirancang untuk menyeimbangkan antara hak ahli waris untuk
mendapatkan pertanggungan dengan segera dan kebutuhan pihak
asuransi untuk memeriksa kelengkapan dari dokumen/berkas pengajuan
permintaan dana santunan atau klaim tersebut.

Sebagaimana klaim secara umum adalah suatu tuntutan atas
suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang
ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Sedangkan secara khusus klaim
asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis yang
ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang
pertanggungan atau rilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam
perjanjian asuransi jiwanya telah dipenuhi.

Dengan demikian Setiap korban atau ahli waris korban
kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas yang dijamin oien
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah nomor
17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan, dan
Undang -Undang Nomor 34Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sebagai

peraturan pelaksanaannya.




Untuk tu setiap korban atau ahli waris korban mempunya: hak
mengajukan permintaan dana santunan atau kiaim kepada salah satu
kantor cabang atau perwakilan PT. Jasa Rahaija (persero) yang ada di
seluruh Indonesia, guna mendapatkan dana santunan atau kiaim
tersebut, baik korban yang berada didaerah tempat kecelakaan terjadi
maupun daerah dimanakorban atau ahli waris korban bertempat tinggal.

Terkait dalam hal tempat tinggal korban atau ahii waris korban
sebagaimana yang diungkapkan Safri Ardiansyah Kepala pihak klaim PT.
Jasa Raharja (wawancara 15 juni 2011) bahwa:

Tempat tinggal korban atau ahli waris korban sama dengan
tempat tinggal dimana kecelakaan terjadi, maka pemmintaan
pembayaran hak atas dana santunan atau klaim akan sekaligus
dilayani dan diselesaikan oleh kantor cabang yang bersangkutan,
sedangkan dalam hal tempat tinggal dimana kecelakaan terjadi
maka permintaan hak atas dana santunan atau klaim dapat
diajukan pada salah satu kantor cabang perwakilan PT. Jasa
Raharja (persero) yang dimana dapat melayani permintaan
menyelesaikan pembayaran dana santunan atau klaim tersebut,
namun dengan syarat keterangan mengenai kecelakaan yang
terjadi dan kelengkapan dokumen atau berkas yang
dipersyaratkan. untuk mendapatkan hak atas dana santunan atay
klaim harus diberikan dan diisi oleh para pejabat yang berwenang
dari daerah tempat tinggal dimana kecelakaan ity terjadi.

Untuk memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan dana
santunan atau klaim atas haknya pada pihak PT.Jasa Raharja (persero),
maka PT. Jasa Raharja {persero) telah menyediakan formulir isian yang

disebut “Dafic, ivia. Uiiun wMcnuapainan  Uana  Santunan”  dan
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merupakan dokumen dasar dalam penyel:saian pen intaan dana

santunan tersebut,

Mengenati daftar isian untuk mendapatkan dana santunan, seperti

yang diuangkapkan oleh Safri Ardiansyah Kepala bagian klaim PT. Jasa

Raharja (wawancara 15 juni 2011), mengungkapkan bahwa dalam hal ini

daftar /isian yang dimaksudkan berisi:

»wN o

—

Keterangan identitas korban/ahli waris korban:
Keteranagn kecelakaan lalu lintas;
Keterangan kesehatan /keadaan korban:

. Keteranagan keabsahan ahli waris bila korban meninggal dunia

Formulir/daftar isian tersebut terdiri dari dua model yaitu:

. Daftar isian model K1

Untuk para korban kecelakaan alat angkutan penumpang yaitu
para penumpang alat anggutan umum yang menjadi korban,
baik yang diakibatkan oleh sebab-sebab yang datang dari
dalam maupun dari luar alat angkutan umum yang
bersangkutan selama perjalanan.

. Daftar isian modei K2

Untuk para korban kecelakaan lalulintas jalan yaitu setiap orang
yang menjadi korban yang berada di luar alat anggkutan ialu
lintas jalan yang menimbutkan kecelakaan.

Lebih lanjut beliau ungkapkan bahwa:

Formulir/daftar isian yang dimaksud dapat diperoleh pada instansi-
instansi yang berwenang dalam perlalulintasan dan atau pada
kantor-kantor cabang perwakilar PT Jasa Raharja (persero), tanpa
dipungut biaya/Cuma-Cuma.

Daftar isian untuk mendapatkan dana santunan yang dimaksud

yaitu pengisiannya dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang pada

ketentuar.,yu uuaiais,
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Daftar isian model K1, sebagai pelaksana vyaitu pada Undang-

Undang No.34 Tahun 1964 yang dimana harus melengkapi:

1)

2)

3)

Keterangan kecelakaan penumpang alat angkutan yang diisi oleh

salah satu instansi-instansi yang berwenang yang di antaranya:

(1) Pihak Kepolisian, dalam hal in; polisi lalu lintas (POLANTAS):

(2) Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR):

(3) Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan

(4) Instansi- instansi yang berwenang lainnya yang bersangkutan
dengan kecelakaan_ lalu lintas tersebut di atas.

Keterangan Kesehatan/keadaan korban, yang diisi dan disahkan

oleh rumah sakit /dokteryang merawat korban.

Keterangan identitas korban/ahli waris korban yang diisi oleh

yang mengajukan santunan, bila korban meninggal dunia tentang

keabsahan ahli waris diisi dan disahkan oleh Pamong

Praja/Lurah/Camat.

Daftar isian model K2 sebagai pelaksanaan yaitu Undang-Undang

No.33 Tahun 1964 yang dimana harus melengkapi

1)

Keterangan kecelakaan penumpang moda angkutan diisi oleh

salah satu instansi- instansi berwenang yang diantaranya:

(1) Pihak Kepoiisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas
(POLANTAS);

(2) Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJRY;




2)

3)

(3) Perusahaan Jawatan Kereta «:pi (PJKA);

(4) Perusahaan Pelayaran Nasional/Perusahaan Pelabuhan
Laut;

(5) Dinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan
Penerbangan (BLASDP);

(6) Instansi Pemerintah yang berwenang lainnya.

Keterangan Kesehatan /Keadaan Korban, yang diisi dan

disahkan oleh rumah sakit/dokter yang merawat korban.

Keterangan identitas korban/ahii waris korban, yang diisi oleh

yang mengajukan santunan,bila koban meninggal dunia tentang

keabsaan ahli waris diisi dan disahkan oleh Pamong

Praja/l.urah/Camat.

(7) Perusahaan Penerbangan Nasional  /Pengusahaan
Pzlabuhan Udara:

(8) Organisasi Angkutan Jalan Raya;

(9) Instansi- Dengan dokumen dasar tersebut yang disesuaikan
dengan daftar isian menurut jenis kacelakaan yang terjadi,
disertai bukti-bukti yang sah sebagai lampiran, baik bukti
tertulis dari korban atau ahli waris korban maupun bukti-bukti
pembiayaan diajukan pada kantor cabang atau perwakilan

PT.Jasa Raharja (persero) yang perlengkapan berkasnya

berisi:
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1. Apabilah dalam Fal ini koban 1eninggai dunia maka,

1)

2)

Daftar isian model K1 dan K2 yang diisi lengkap oleh instansi-
instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar. Dan

Bukti diri ahli waris korban berupa Kartu Tanda Fenduduk (KTP),
Kartu Keluarga/Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), Akte
Lahir dan atau keterangan dari instansi pemerintah lainnya yang

menyatakan kebenaran bukti dari ahli waris korban.

2. Dalam hal ini apabilah korban menderita luka-luka maka,

1)

2)

3)

Daftar isian mode! K1 dan K2 yang telah diisi lengkap oleh
Instansi-instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar;
Kuitansi-kuitansi vyang asli dan sah mengenai biaya-biaya
perawatan dan pengobatan dari dokter/rumah  sakit yang
merawat korban dan apotik tempat pembelian obat-obatan.

Bukti dari korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTF) dan
adanya keterangan instansi pemerintah lainnya yang sah
menyatakan kebenaran bukti dari korban,

Seteiah pererimaan berkas proses pengajuan permintaan dana

santunan kecelakaan diri atay kecelakaan Penumpang dari korban atau

ahli waris korban, maka oleh pithak PT . Jasa Raharja (persero) meiakukan

pemeriksaan berkas untuk diproses lebih {anjut mengenai kebenaran

berkas pengajuan permintaan dana santunan atau klaim tersebut, dan

diselesaikan apakah korban terjamin atau tidak oleh ketentuan yang




diatur dalam Undang-L:ndang No.33 dan Undang-Undang No.34 Tahun

1964 yang dimana sebagai pelaksana untuk mendapatkan dana

santunan atau klaim pada PT.Jasa Raharja (persero). Namun proses

pemertksaan berkas tersebut dapat memakan waktu yang relatif panjang

apabila wilayah atau tempat meninggal tertanggung tidak mudah

terjangkau.

Selanjutnya Safri Ardiansyah mengungkapakan (wawancara, Juni

2010) bahwa:

Karyawan perusahaan asuransi yang bertanggungjawab terhadap
proses pemeriksaan biasanya disebut pemeriksa klaim atau analis
klaim Dalam proses pemeriksaan dan pembayaran kiaim maka,
analisis klaim akan:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Menentukan status dari polis;

Memverifikasi data si tertanggung;

Memeriksa kematian dengan point kematian yang
diasuransikan;

Memeriksa jumlah kerugian yang ditanggung oleh polis;
Menentukan siapa yang harus menerima jumlah
pertanggungan; dan [
Menentukan jumlah pertanggungan yang akan dibayar.

Setelah diteliti kebenarannya kemudian pihak PT. Jasa Raharja
(persero) akan melaporkan kepada kantor wilayah apabila

PT.Jasa Raharja (persero) yang bersangkutan merupakan kantor

cabang.

Mengenai jangka waktu yang harus dipenuhi perusahaan asuransi

jiwa dalam menyelesaikan atau membayar klaim asuransi jiwa yang

diajukan oleh pihak korban kecelakaan atau ahli waris tertanggung telah

diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Republik indonesia
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Nomor:422/km .06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yakni :

Perusahaan Asuransi harug telah membayar kiaim paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung

dan penanggung atay kepastian mengenai jumiah klaim yang

harus dibayar.

Hal ini berarti terhitung sejak 30 hari setelah adanya kesepakatan
antara pihak korban kecelakaan atau ahli waris tertanggung dengan
pihak perusahaan asuransi jiwa mengenai jumlah dana santunan atau
klaim yang harus dibayar maka perusahaan asuransi jiwa sudah harys
melunasi dana santunan atau klaim tersebut.

Selanjutnya dalam proses mendapatkan dana santunan seperti
yang diuraikan di atas, bahwa untuk mendapatkan dana santunan pada
pihak PT.Jasa Raharja (persero) harus melengkapi Syarat-syarat yang
telah ditentukan pihak PT. Jasa Raharja (persero) salah satunya
keterangan kecelakaan dari pihak kepolisian yang dimana dalam hal ini
satlantas sebagai pihak terkait, yang dapat membantu para korban
kecelakaan dan ahli waris korban kecelakaan dalam hal permohonan
santunan atau kiaim seperti yang diungkapkan oleh BRIPDA Kamaruddin
satlantas di Porestabes Makassar (wawancara 30 Juni 2011), bahwa:

Apabila kecelakaan terjadi, pihak satlantas terlebih  dahuly

melakukan pemeriksaan diTKP {tempat kejadian perkara) dan

Ui icianunan sekisa gambar di TKP yang kemudian

dilanjutkan dengan di terbitkannya laporan polisi, yang dimana
dalam laporan polisi tersebut pihak satiantas melakukan tanya
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jawab atau wawancara terhadap korban kecelakaan.denjan
pertanyaan:
1. Hari, tanggal,jam terjadinya kecelakaan
2. Tempat terjadinya kecelakaan
3. Antara apa dengan apa (jenis kendaraan yang terlibat
tabrakan dan SIM serta SNTK dari masing-masing
pengemudi kendaraan tersebut
4. Ildentitas pengemudi yang terlibat tabrakan/kecelakaan
lalu lintas (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan,
Alamat Agama)
5. Keadaan jasmani /rohani pengemudi yang bersangkutan
6. Keadaan cuaca,jalan dan arus iaiu lintag
7. Ildentitas saksi (Nama,Umur,Jenis Kelamin,Pekerjaan
Alamat,Agama)
8. Akibat tabrakan
9. Kerusakan benda
10. Kerugian dinilai uang
1t.Keteranagan singkat mengenai asal mula terjadinya
kecelakaan lalu lintas
12.Kesimpulan sementara
13.Barang bukti dan
14.Orang yang ditahan
kemudian laporan polisi tersebut ditanda tangani oleh BA LAKA
LANTAS sebagai pihak yang membuat laporan, dan diketahui
oleh KANIT LAKA |ANTAS serta di tandatangani oleh KEPALA
SATUAN LALU LINTAS sebagai pihak mengetahui. Setelah ity
pihak  korban  kecelakasn atay ahli  waris  korban
kecelakaan. membawa laporan polisi tersebut ke PT. Jasa Raharja
(persero) untuk melengkapi berkas yang disyaratkan pihak
PT.Jasa Raharja (persero) untuk mendapatkan dana santunarn
atau klaim.

Selanjutnya adapun dsta kecelakaan laiu lintas yvang terjadi di

Makassar, dapat dilihat pada tabel gi bawah ini:




Tabel 7

Data korban kecelakaan lalu lintas di Makassar
Tahun 2009- 2011
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Jumlah . Luka Luka Kerugian
Tahun kecelakaan Meninggal Berat Ringan Materi
2009 10 8 jiwa 5 jiwa 7 jiwa Rp 12.025.000
2010 13 11 jiwa 10 jiwa 13 jiwa | Rp 14. 325.000
2011 15 17 jiwa 13 jiwa 15jiwa | Rp 17. 873.500_J

Sumber: Polrestabes Makassar, 2011
Pada tabel di atas di tahun 20098 jumlah data korban
. kecelakaan di kota Makassar berjumiah 10 kendaraan,Meninggal 8
jiwa,luka berat 5 jiwa,luka ringan 7 jiwa serta kerugian materi berjumiah
Rp 12.025.000.Di tahun 2010 jumiah korban data kecelakaan dgi kota
makassar berjumiah 13 kendaraan Meninggai 11 jiwa,Luka berat 10
jiwa,Luka ringan 7 jiwa serta Kerugian materi berjumiah Rp
14.325.000.,Sedangkan di tahun 2011 jumlah data korban kecelakaan di
kota Makassar berjumiah 15 kendaraan,Meninggal 17 Jiwa,Luka berat 13
jiwa,Luka ringan 15 jiwa serta kerugian materi berjumiah Rp 17.873.500.
Pada tabel di atas dapat di jelaskan bahwa dari tahun ke tahun
jumlah kecelakaan semakin tneningkat. Selain ity  korban yang
meninggal, yang mengalami luka berat dan Iuka ringan, sehingga

kerugian materi setiap tahunnya pun semakin meningkat. seperti yang di

unynapnan vien oRIPDA Kamaruddin (wawancara 30 juni 201 1) bahwa:
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Yang menyebabkan bertambahnya penduduk +“ota Makassar setiap
tahun sehingga meémpengaruhi tingkat mobilitas masyarakat.
Sehingga mobilitas yang tinggi akan berpengaruh pulah pada tingkat
kepadatan falu flintas. Semakin padatnya lalu lintas tenty saja
kemungkinan risiko terjadinya kecelakaan semakin membesar.

permintaan  dalam Pengajuan pembuatan SIM C serta

semakinbanyak dan mudahnya orang untuk bisa memiliki kendaraan

bermotor.

Dengan demikian Proses untuk mendapatkan dana santunan
asuransi jiwa pada PT. Jasa Raharja (persero), yang menjadi korban
kecelakaan atau ahli waris korban harusiah memenuhi segala persyaratan
yang telah di tetapkan dalam polis asuransi, sehingga apa yang menjadi
hak dari korban kecelakaar atay akhli waris korban depat terpenuhi dan
apa yang menjadi kewajiban dari pihak PT. Jasa Raharja (persero) dapat
terlaksana dengan baik.

Namun terkadang tanyak di antara Masyarakat yang menjadi
korban kecelakaan atau ahli waris korban tidak memenuhi segala
persyaratan atau berkas yang di tentukan, sehinggah sebagian korban

kecelakaan atau ahli waris korban merasa di persulit dalam proses

mendapatkan dana santunan atau klaim yang di ajukannya.
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Adapun tanggapan responden tentang proses pengajuan permintaan
dana santunan, pada pihak PT.Jasa Raharja (persero) dalam proses
mendapatkan dana santunan apakah dipersulit atau tidak dipersulit,
berdasarkan hasil angket yang penulis sebar pada PT. Jasa Raharja
(persero) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8
Proses mencapatkan dana santuan para korban atau ahii waris
korban kecelakaan apakah tidak dipersulit atau dipersulit

rNo Jumlah Responden Frekuensi Presentase (%)
1. | Tidak dipersulit 40 80%
2. | Dipersulit 10 20%
Jumlah 50 100%

Sumber : Data primer Tahun 2011

Dari tabel di atas, jawaban dari 50 responden mengenai proses
pengajuan permintaan dana santunan 40 responden atau 80 % yang
Menjawab  bahwa dalam pengajuan permintaan santunan tidak
mengalami kesulitan, dengan alasan bahwa apa yang menjadi syarat
yang di tetapkan pihak PT.Jasa Raharja (persero) {elah ditengkapi dan di
penuhi sesuai dengan aturannya sedangkan yang menjawab dipersulit
ada 10 responden atau 20%.

Dari 10 responden ity terdiri dari 5 responden yang mengalami
kesulitan dalam melengkapi surai-surat yang disyaratkan oleh pihak

PT.Jzzz Raharja (persero) dan 5 responden berikutnya mengalami
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kesulitan dengan a.asan apa y::ng menjadi prosedur dalam proses
permintaan dana santunan memakan banyak waktu.

Dengan demikian banyak masyarakai, yang menjadi korban
kecelakaan atau ahli  waris korban tidak melaporkan  atau
menginformasikan diri mereka pada PT. Jasa Raharja (persero) bila
terjadi kecelakaan pada dirinya_ke kantor cabang/ perwakilan PT.Jasa

Raharja (persero).
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BAB 4
PENUTUP
4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewajiban PT.Jasa Raharja (persero) dalam melayani
Masyarakat sudah sesyai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang No.33 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah No.
17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang.

Hal ini terbukti dengan diberikannya perlindungan/jaminan sosial
kepada korban kecelakaan Penumpang yang di rasakan oleh para
korban kecelakaan atay ahli waris korban kecelakaan.

2. Dalam proses mendapatkan dana santunan pada PT. Jasa Raharja
(persero), maka pihak PT Jasa Raharja (persero) telah menyediakan
pefmohonan dalam bentyk formulir agar memudahkan masyarakat,
yang dimana dalam formuiir tersebut pihak pPT Jasa Raharja
{(persero) telah memberi Syarat-syarat yang harus di lengkapi oleh
Para korban kecelakaan atau ahli waris korban kecelakaan di dalan,
mengajukan permohonan santunannya dan dengan kelengkapan
berkas yang teiah disyaratkan dalam formulir tersebut maka santunan
yang di ajukan oleh korban kecelakaan atau ahji waris korban

kecelakaan dapat di ajukan oleh pihak PT. Jasa Raharja (persero)



dan cengan danya PT. Jasa Raharja (persero) sangat membanty
masyarakat karena dapat menutup sebagian beban yang diderita oleh
korban/ahli warisnya, sehingga dengan adanya pembayaran dana
santunan atau klaim tersebuyt kelanjutan kehidupan para korban atau

ahii warisnya tetap berjalan sebagaimana sebelumnya.
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4.2 Saran

1.Perlu adanya penyuluhan hukum dari pihak asuransi kepada
masyarakat agar lebih mengetahui hak dan kewajibannya apabila
terjadi kecelakaan, karena dengan adanya penyuluhan tersebut dapat
membantu  masyarakat lebih  memahami bagaimana kewajiban
Perusahaan asuransi ity sendiri dalam melaksanakan kewajibannya.
Dan penyuluhan hukum tersebut dapat dilakukan diterminal atay
ditempat pengurusan Surat Tanda Kendaraan (STNK).

2. Perly adanya penyederhanaan persyaratan surat-surat dari pihak
PT.Jasa Raharja (persero), sehingga tidak menyulitkan pihak korban
atau ahii warisnya dalam Proses mendapatkan dana santunan yang

menjadi haknya.
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DIBERIKAN DENGAN

J ASA RAHAR] A CUMA-CUMA

Utama dalem perlindungan, prima datom pelayanan

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN

{Duisr oleh pengaju Korban Ahliwans Korbun

Hl tangan dibuwah ini, suva

Umur Tahun, Pekerjaan :
fn dengan korban
cngkap dan No, Telp.
Lkan berkas santunan ;. [] Meninggal Dunia di TKP [ Luka-Luka [J Catnt Tetap
O Luka-Luka+ Meninggal Dunia [0 Luka-luka + Catat Tetap

kecelakaan lalu lintas terjadt pada Harn .. tanggal o Jam ... Tempat
N kecelakaan di ...

&ma korban :

Lammy & Status [ Laki-laki [J Perempuan [ Janda [ Duda ] Nikah
[0 Belum Nikah

waggad lahir :

lengkap & Ne. Telp.

Pokerjnan

et

idargan Angkutan Umum (Darat Laut PenyeberangansUdara)

rakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih ] Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
prak Lari  [J Tertabrak Kereta Ap O Kecelakaan Tungeal bukan angkutan umum

Felakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

pjadi kecelakaan sebagai |

gemudi Angkutan Umum
humpang Bukan Angkutan Umum
| Pswi Udara/ABK/Kru Kereta Api
alan Kaki/Penyeberang jalan

Kernet O Peoumpang Angkutan Umum
Pilot/Nahkoda/Masinis

Pengendara KBS/TNL-POLRI | Pembonceng
Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor.

a oaoc

Jenduraan yang terlibatpenyebab kecelakaan :

heda Motor 13 Sedan [ Jeep O Mini Bus O Bus O PickUp DO Truck
bulance O Traktor O Kendarazn bermotor Roda Tiga

ndaraan bermotor milik ABRI O KeretaApi [0 Kendaraan tidak bermotor

riatan pengajuan santunan vang dilampirkan

Bli Keterangan Kesehatan Korban dart Dokter Rumab Sakit- Puskesmas yang merawat.

sli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.

11 Kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.

sl Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban

bto Copy Identitas Korban/ Ahliwaris korban sesuai ash surat yang diajukan

TP/dentitas lain berlaku [0 Surat Nikah O Akta Kelahiran d Kartu Keluarga
cterangan lain diperlukan scbagai bukti Identitas korban/Ahliwaris

ban ini saya menyatakan. bahwa data dan ketcrangan vang sava sampaikan kepada PT. Jasa
rja(Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabita dikemudian hari terbukti tidak

~sava bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia
L:mbalik;m semua santunan yang telah sava terima,

cian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproscs sesuai ketentuan yang berlaku.

e Yang VI
Tanggal, ... Tanda Tangan / Cap lempol




JASA RAHARJA

Utama dolam perlindungar, prima dalom pelayanan

KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN

{Diist oleh Petugas Jusa Raharna)

s Kecelakaan :

asarkan Laporan Polisi - Instanst Berwenang Lainnyad ©
OT & cvovirreeveenevannerennnensenivenonesoeneee TANEEAL covit i Jam L Lokasi Kejadian Di
di Kecelakaan, pada Har ... Tanggal Jam ...

ndarzan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan‘tUdara)

brakan 2 (dua) Kendaraan atau Lebih [ Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/'Penyeberang Jalan
brak Lari ] Tenabrak Kereta Api  [] Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.
ecelakaan bukan akibat dari kendarasn bermotor (Laporan Polisi Instansi Lainnya terlampir)

ntitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan .

Keterangan Kendaraan Penyebab Kecelakaan Kendaraan Lainnya
a Pengemudi

mat

mor Polisi dan SIM Golongan :© A /B /C Golongan @ A/BC
rk Type
&‘ih Kendaraan dan Golongan Golongan Golongan

un Pembuatan/Silinder Silinder - Silinder

ma Pemilik

mat
F‘ Kendaraan = WA Hitam Kuning/TNI/POLRI/CD Hitam/Kuning/ TNI/POLR1.CD
nas SWDKLLJ/TW SidTel o STl e
jma K A/KL/KS/F
pr.a Maskapai Penerbangan

T)alam hal Tabrakan dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembaran tersendir.

ntitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :
y | Nama / Jenis kelamin/Jmur Pekerjaan Alamal MD LK

'Dalam hal Kecelakaan Katasirop dapat dibuat lembar Lersendiri,

Psimpulan Kecelakaan ;

Ruang Lingkup Jaminan Jenis Pertanggungan Status Korban

Terjamin UU. No.33/1964 Penp. Kendaraan Bermotor Umum Pengemudi Angkutan Umum

Tidak Terjamin UlJ No.33/1964 Penumpang Kercla Api Kernet

Terjamin UL No_ 34/1964 Penumpang Kapal Laut/S/10F Penumpang Angkutan Umum

Tidak Terjamin UU. No. 34 1964 Penumpang Pesawat Udara Penumpang Bukan Angkutan Limum
LG Tabrakan 2 Kendaruan Kendaraan Beamoter Sipal Pilot Nahkoedz Manisis

Kendarian Bermoter TNEOLRI Kru Pswt Udaras ABK Kru kereta Api
Kereta Api Pengendars KBS TNEPOLIY
Pemboneeng

Pejalan Kaki-Seienisanya
Pengendira § penumpang, Kendaraan
Tidak Bermeotor

0000aos
OO0ooOooagaon




KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ama

ari Rumah Sakit/Puskesmas/balai/Pengobatan

 JHE . [0 Pemerintah O Swasta
tamat
fencrangkan bahwa pada tanggal ... teclah memeriksa korban

Kibat Kecelakaan ...

tas Nama

bris Kelamin @ [J. Laki-laki 0 Perempuan Umur Tho.

Llamat

Leadaan Korban :[] Meninggal Dunia [] Luka berat O Luka Ringan [ Cacat Tetap

'enjetasan keadaan Korban

Cedera yang diderita korban
P Penyakit yang diderita (Diagnosa)

Tindakan pertolongan yang telah‘akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan Tempat Waktu
- Pertolongan pertama di Tanggai s.d.
- Tindakan operasi di Tanggal s.d.
- Perawatan di Tanggal s.d.
- Berobat jalan di Tanggal s.d.
- Dirujuk ke Tanggal

lenjelasan singkat tindakan operasi :

gan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.
.......................................................... e Tanggal L

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang

(Nama dan Jabatan ..................... )
Berikan tanda ( \] }

Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)




KETERANGAN AHLI WARIS
(Diisi oleh Pamongpraja atau yang berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

L’ang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
abatan

Vlenerangkan bahwa nama pada point 3 (tiga) benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 {dua)

Fcngan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini :

Identitas Korban :

Nama ;

Jenis kelamin - O Laki-iaki O Perempuan
Umur/tanggal lahir

Status pernikahan . [0 Nikah [ Janda O Duda O Belum Nikah
Alamat : '

Ahliwaris Korban :

Nama 1 ;
Hubungan dengan korban : 3 Janda/Duda O Anak [ Orangtua
Umur/tanggal lahir

| Alamat . O O Q3 |

-at Nikah/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga : No. Tanggal
celuarkan di :

rtu Tanda Penduduk : No. Tanggal

keluarkan di

ngan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
......................................................... LANEEAL L.oveericrrics e

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instans:
Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan ................ )
| Berikan tanda ( \l_]
@ Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero}




PT JASA RAHAR]JA (Persero)
Cabang Sulawesi Selatan

Ji Dr sam Ratulangi No. 77 Makassar

Telp (041t) 872988-873495

! Tanda Pemeriksaan Berkas

Pengajuan Santunan
Pembawd Berkas

N ama Korban

Alamal
lelepon
Hub dengan korban
No. Kelengkapan Berkas Ada T:::ak Keterangan
\ Korban : Meninggal Dunia
Luka-uka
Cacat Tetap
1 | Formulir Pengajuan Santunan lembar 1s.d IV
yang telah diisi lengkap
2 | Copy Laporan Polisi/Syahbandar atau Pejabat
instansi yang berwenang lainnya
3 | Kartu Keluarga / Surat Nikah
4 ! Kuitansi-kuitansi Asli Biaya Rawatan (Kuitansi
dar Apotik dilengkapi Copy Resep)
5 | Surat Rujukan Apakah Pindah ke Rumah Sakit
Lainnya
& | Surat Keterangan Kecacatan dari Rumah Sakit /
Dokter yang Merawat Korban
7 | Karlu Tanda Penduduk / SIM Penerima Santunan
Keterangan yang masih diperiukan
(Kasus Spesifik)
i
[
il
Keterangan : diberi tanda v/ WABKASEAT, «....o.oeveveeeenerseceeiorneee

Pembawa berkas Pemeriksa berkas




PT. Jasa Raharja (Persero)
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 77 Makassar

{ Telp. (0411) 872988 — 873495

crsvaratan Jasa Raharja ;

1. Laporan Polisi
2 Foto (‘nnv STNK & STha th’o:\ Wandaraan yang tcr]_iba[;
3. Keterangan Kesehatan Korban (Formulir Jasa Raharja);
4. Asli Kuitansi Biaya Rawatan Korban di

- Rumah Sakit (dengan perincian)

- Apotik (dengan foto copy resepnya)

5. KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelzhiran;
6. Surat Kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas atau Lurah;
7. Surat Nikah;
8. Keterangan Ahliwaris dari Lurah (Formulir Jasa Raharjz)
9. Foto Rongent jika Korban dipasang plate/screw
10.Rek. Bank

ngi:

Kantor PT. Jasa Raharia (Persero) :

akilan Parepare, Perwakilan Watampone, Pemakﬂa.n Pzlopo, Samsat Mzkassar, Samsat Gowa, Samsat
ar, Samsat Jeneponto, Szmsat Eantaeng, Samsat Bululumba, Samsat Selayar, Satnsat Matros, Samsat
ep, Samsat Barru, Samsat Parepare, Samsat Sidrap, Samszt Enrekang, Samsat Pinrang, Samsat

ali, Samsat Majene, Samsat Mamuju, Samsat Mamuje Utara, Samsat Watampone, Samsat Waic,

at Wattansoppeng, Samsat Sinjai. Samsat Palono Samsat Tana Torapa, Samsat Luwu Tnnur




